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Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam
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dengan Studi Kasus di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip good governance
yang dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dalam pelayanan Izin
Mendirikan Bangunan berbasis elektronik. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, teknik penentuan informan
yang digunakan yaitu purposive sampling. Jenis data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh
melalui pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan
menggunakan metode analisis data Milles dan Huberman. Hasil penelitian ini diperoleh meliputi pertama pada prinsip
responsif, dimana semua yang dilakukan oleh pegawai layanan sudah sesuai dengan standar pelayanan, selain itu
pengaduan yang masuk juga akan direspon oleh petugas sesuai dengan prosedur pengaduan yang ada. Kedua pada
prinsip efisiensi dan efektivitas, dalam penerapannya sudah memenuhi beberapa kriteria yang terdapat dalam prinsip
efisiensi dan efektivitas walaupun belum sepenuhnya dapat terlaksana. Kriteria tersebut seperti adanya kepastian waktu
dalam pelayanan dan biaya retribusi yang harus dikeluarkan.
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Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak
di dunia dan menempati posisi keempat setelah Amerika Serikat. Untuk itu pemerintah
dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
pelayanan adalah penyediaan barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang
diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada setiap warga negara dan penduduk
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyelenggaraan kegiatan
pelayanan publik telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh pemerintah, dengan tujuan utama untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar
dan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan menerakan prinsip good governance (Biswas,
2019; Pomeranz, 2020; Seyedsayamdost, 2020).

Indonesia sebagai suatu negara yang demokrasi, dimana setiap keputusan dan
kebijakan yang diambil oleh pemerintah merupakan hasil dari diskusi bersama dengan
wakil rakyat yang kemudian pelaksanaan dari keputusan tersebut bisa
dipertanggungjawabkan secara bersama untuk kebaikan masyarakat umum merupakan
bentuk realisasi dari diterapkanya konsep good governance (Bano, 2019; Biadgilign, 2019;
KURNIA, 2020; Liao, 2019). Tujuan dari eksistensi konsep good governance di Indonesia
adalah terlaksananya pelayanan bagi masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dengan
seoptimal mungkin (Rachmayanti dkk., 2022).

Pelayanan publik merupakan intervensi pemerintah agar dapat melayani masyarakat
dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun sampai saat ini masih banyak masyarakat
yang belum sepenuhnya merasakan kualitas pelayanan yang baik dari pemerintah, dan
masih banyak keluhan dari masyarakat kepada pemerintah karena kualitas pelayanan yang
diberikan instansi pemerintah kepada masyarakat kurang maksimal. Instansi Pemerintah
adalah suatu organisasi yangterdiri dari kumpulan orang yang dipilih secara khusus untuk
melaksanakan tugas negara sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat (Pertiwi & Azis,
2022).

Kinerja pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintahan saat ini menunjukkan
adanya kekurangan karena aparat birokrasi lebih menampilkan diri sebagi majikan atau
penguasa, aparat pelayanan lebih berorientasi pada status quo dari pada peningkatan.
Pelayanan Publik dalam bidang apapun diperlukan outcome indices (indeks hasil) (Irtanto,
2020), untuk itu sangat disayangkan apabila kerja rutinitas aparatur birokrasi sering
menyebabkan masalah baru yang menjadikan birokrasi statis dan kurang peka terhadap
perubahan lingkungan bahkan cenderung resisten terhadap pembaharuan. Kondisi seperti
ini seringkali memunculkan potensi mal-administrasi (Rusfiana, 2021). Kondisi pelayanan
publik di Indonesia diwarnai dengan tindakan mal-administrasi yang dilakukan oleh
aparatur birokrasi. Dapat diketahui dari data Ombudsman RI hingga triwulan II tahun 2020
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yang menerima banyak laporan atau pengaduan masyarakat atas dugaan mal-administrasi
dalam pelayanan publik seperti pada grafik berikut.
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Gambar 1.1 Perkembangan Laporan Pengaduan Masyarakat Tentang Mal-
Administrasi
Sumber: Diolah dari Laporan Ombudsman RI triwulan II tahun 2020

Berdasarkan gambar 1.1, pengaduan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman
mengalami penurunan pada tiap tahunnya. Pada tahun 2020 pengaduan masyarakat
mengalami penurunan angka yang signifikan, namun hal tersebut tidak menutup
kemungkinan akan tetap adanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik di
Indonesia khususnya terkait masalah mal-administrasi yang terjadi di instansi pemerintah
salah satunya adalah provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 Kabupaten
dan 9 Kota, namun terdapat 3 Kabupaten/Kota yang menduduki peringkat tertinggi dalam
menerima pengaduan terkait pelayanan publik pada tahun 2019 dengan substansi
perizinan (PTSP) sebagai salah satu dinas yang menerima laporan. 3 Kabupaten/Kota
diantaranya ialah Kota Surabaya dengan 90 laporan, Kabupaten Sidoarjo 15, Kota Malang
12.

Terjadinya aduan tersebut menjadi alarm bagi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, tidak
terkecuali untuk kabupaten Sidoarjo. Karena DPMPTSP memiliki peran yang sangat
penting dalam mengemban tugas dan fungsi dalam pelayanan publik khususnya adalah
pelayanan perizinan di kabupaten Sidoarjo. Sehingga diharapkan aparatur yang
memberikan pelayanan dapat bekerja secara profesional, bertanggung jawab, dan
transparan dalam setiap melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan
pengamatan di lapangan ditemukan beberapa kondisi yang membuat pelayanan perizinan
khususnya Izin Mendirikan Bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo tidak terlepas dari pengaduan yang berasal dari masyarakat
peguna layanan. pengaduan masyarakat yang telah diterima oleh DPMPTSP kabupaten
Sidoarjo disusun dalam tabel seperti berikut ini.

Tabel 1.1 Jumlah pengaduan tahun 2020-2021 di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo
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No. Uraian Aduan/Saran
Tahun 2020 Tahun 2021
1 Pengaduan Langsung - 42
2 Ruang Publik 235 200
3  Form Saran/Surat Tertulis 3 7
4 Lapor.go.id 10 5
5  Melalui Email 125 34
6  Website - - Sumber:
Jumlah 373 288 Diolah

dari DPMPTSP Kab. Sidoarjo tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat jika jumlah pengaduan di DPMPTSP kabupaten
Sidoarjo masih tinggi dan hal tersebut menunjukkan masih adanya kekurangan DPMPTSP
dalam memberikan pelayanan. Banyaknya pengaduan yang masuk ke DPMPTSP
menunjukkan bahwa prinsip-prinsip good governance belum sepenuhnya terlaksana di
DPMPTSP kabupaten Sidoarjo. Permasalahan lainnya dapat dilihat dalam pelaksanaan
SOP, dimana SOP terkait tahapan atau prosedur dalam pengurusan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) yang belum sepenuhnya dilaksanakan dalam proses pelayanan IMB.
Dalam prinsip efisiensi dan efektivitas, proses pelayanan masih ditemukan kasus surat izin
yang memerlukan waktu lama untuk dapat terbit yang idealnya hanya memerlukan waktu
30 hari kerja namun dalam pelaksanaan bisa melebihi waktu yang sudah ditetapkan. Durasi
pelayanan yang dilakukan dalam pengurusan IMB berbasis elektronik di DPMPTSP
Kabupaten Sidoarjo disusun pada tabel berikut ini.

No. Uraian Keterangan

Verifikasi Persyaratan Pemenuhan Komitmen .

1. . 1 Hari
Front Office

5 Valhlda51 Data Persyaratan Pemenuhan di Back » Hari
Office
Melakukan Tinjau Lapang 1 Hari
Koordinasi Dengan OPD terkait 20 Hari
Membuat Draft SK Persetujuan Pemenuhan .

5. . 2 Hari
Komitmen

6. Proses Perhitungan Retriusi dan Penyusunan 2 Hari
Draft SK
Penandatanganan Surat Persetujuan Pemenuhan .

7. . 1 Hari
Komitmen

8. Penyferahan Surat Persetujuan Pemenuhan 1 Hari
Komitmen

Tabel 1.2 Keterangan waktu dalam mengurus layanan IMB di DPMPTSP

Kabupaten Sidoarjo
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Sumber : Diolah dari SPP DPMPTSP Tahun 2021

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat jika durasi pelayanan dalam setiap prosesnya
sudah ditetapkan namun dalam kondisi di lapangan menunjukan jika setiap prosesnya
memerlukan waktu melebihi dari yang sudah ditetapkan terutama pada proses verivikasi
dan validasi data yang memerlukan waktu lama untuk menyelesaikannya padahal SOP
yang ada hanya memerlukan waktu kurang dari 7 (tujuh) hari kerja. Disamping itu,
pengurusan IMB yang masuk ke DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021 berjumlah
385 izin, sedangkan jumlah pembangunan gedung lebih dari jumlah izin yang masuk dan
di proses di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, hal ini dapat dilihat dari berkurangnya lahan
pertanian yang diubah menjadi perumahan. Hal tersebut menunjukan jika partisipasi
masyarakat masih kurang terhadap pengurusan IMB.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif.
Penelitian ini berfokus pada Penerapan prinsip-prinsip good governance yang dilakukan
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kab. Sidoarjo
dalam pelayanan IMB berbasis elektornik. Prinsip-prinsip Governance menurut UNDP
dalam LAN yaitu : 1. Responsif, dan 2. Efisiensi dan Efektivitas. Lokasi penelitian ini
dilakukan di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo dimana lokasi tersebut dijadikan sebagai lokasi
dilakukanya penelitian karena DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo merupakan dinas yang
memiliki tugas pokok, fungsi dan penanggugjawab atas segala bentuk penyelenggaraan
pelayanan Izin Mendirikan Bangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian
ini teknik penentuan informan yang digunakan yaitu purposive sampling, adapun
informan tersebut meliputi Analis Kebijakan Bidang Penanaman Modal, Kepala Bidang
Pelayanan Perizinan Sektor 1, Penata Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Sektor 1,
pengelola perizinan 2 Bidang Pelayanan Perizinan Sektor 1, dan masyarakat pengguna
layanan IMB berbasis elektronik. Jenis data yang diperoleh yaitu data primer dan data
sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan
dokumentasi. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis
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data Milles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data
dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013).

Hasil dan Pembahasan

A. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pelayanan Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) Berbasis Elektronik (Studi Kasus Di Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo)

Pelayanan publik merupakan fokus disiplin ilmu dalam administrasi publik di
Indonesia (Lestari dan Santoso, 2022). Pelayanan publik dalam good governance setidaknya
harus memenuhi kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan publik dalam mendorong
praktik good governance adalah sangat penting dilaksanakan, karena perbaikan kinerja
pelayanan publik dinilai penting oleh stakeholders yaitu: pemerintah, masyarakat, dan dunia
usaha (swasta) (Haris, 2019). Good Governance merupakan prinsip dalam mengatur suatu
pemerintahan supaya layanan yang diberikan dapat menjadi lebih efektif dan efisien
(Bennett, 2019; Detotto, 2021; Makrickiene, 2019), sistem pelayanan yang bisa diandalkan
dan administrasinya bertanggung jawab kepada publik. Salah satu bentuk tata
pemerintahan yang baik tersebut adalah terlaksananya pelayanan publik dengan baik.

Mewujudkan nilai-nilai yang selama ini mencirikan praktik good goverance seperti non-
diskriminatif dapat dengan mudah dikembangkan parameternya di dalam ranah
pelayanan publik (Dwiyanto, 2017). Unsur pelayanan yang harus terpenuhi dalam
penerapan good goverance diantaranya adalah partisipasi, kepastian hukum, transparansi,
tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektivitas dan efisiensi,
akuntabilitas, dan visi strategik. Salah satu bentuk pelayanan publik dapat dilihat
berdasarkan isi Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang pelayanan
publik. menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dalam penyelenggaraan pelayanan
publik pemerintah atau organisasi publik wajib mendengar dan memenuhi tuntutan atau
kebutuhan dari masyarakat.

Kesan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pelayanan di Indonesia adalah
pelayanan yang berbelit-belit, biaya yang tinggi dan lamanya waktu yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan suatu perizinan (Firdausijah & Priatna, 2020), oleh karena itu Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo
menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan perizinan terutama Izin
Mendirikan Bangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan
perizinan khususnya adalah layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena IMB
merupakan jenis perizinan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo.
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Dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance, DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo
tentunya sudah melakukan upaya supaya prinsip-prinsip good governance dapat berjalan
dengan baik, salah satunya ialah dengan memanfaatkan teknologi. Dimana dalam
pelayanan perizinan saat ini khususnya dalam layanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
yang sudah berbasis elektronik dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat dalam
menerima pelayanan IMB. Namun, kondisi di lapangan menunjukan bahwa masih dapat
kekurangan dalam pelaksanaan good governance di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo
khususnya dalam layanan IMB. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar uraian pengaduan
yang diterima DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo berikut ini.

Ketepatan Waktu

—l Respon Petugas
Kendala Sistem

I Administrasi
Lok

U]

Prosedur yang berbelit-
belit

Gambar 3.1 Uraian pengaduan yang diterima DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo
Sumber: Diolah dari Rekap Pengaduan DPMPTSP tahun 2021

Berdasarkan gambar 3.1 dapat dilihat jika pengaduan paling banyak diterima terkait
administrasi dimana banyak masyarakat yang merasa kesulitan dalam perubahan data atau
email saat mengakses sistem pelayanan. Selain itu pengaduan kedua dan ketiga paling
banyak diterima ialah terkait ketepatan waktu dan kendala sistem saat pelayanan IMB.
Semua pengaduan yang diterima oleh DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo tentunya menjadi
peringatan bagi dinas untuk segera meningkatkan kualitas pelayanan IMB supaya lebih
baik lagi. Hal tersebut sesuai dengan Dwiyanto yang menyatakan bahwa tersedianya ruang
untuk menyampaikan aspirasi dalam bentuk pengaduan atau protes terhadap jalannya
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik akan sangat penting bagi
upaya perbaikan kinerja tata pemerintahan secara keseluruhan (Fatchuriza & Priatna, 2020).

Penerapan prinsip-prinsip good governance yang masih memiliki kekurangan tentunya
membuat DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo harus melakukan evaluasi terkait kinerja pegawai
ataupun sistem pelayanan serta prosedur pelayanan IMB sehingga DPMPTSP Kabupaten
Sidoarjo dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance dengan baik dan maksimal.
Pelayanan publik yang responsif sebagai salah satu bentuk implementasi dari pemerintah
yaitu good governance menjadikan DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo harus selalu siap sedia
ketika memberikan bantuan kepada masyarakat pengguna layanan dalam bentuk apapun
itu seperti dalam hal penyampaian informasi atau bantuan teknis lainnya. Maka dari itu
DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo membuat analisis atas faktor penyebab dan rekomendasi
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perbaikan yang dapat diberikan untuk DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo dalam tabel sebagai
berikut.

Tabel 3.1 Analisis Atas Faktor Penyebab dan Rekomendasi Perbaikan
No. Unsur Pelayanan Faktor Penyebab Rencana Perbaikan

Sistem, Mekanisme, Penyesuaian pelayanan online Akan dibagi petugas dalam

1.

Prosedur dan offline melayani secara online dan offline
) Kompetensi Petugas yang melayani online Akan dibagi petugas dalam
"~ Pelaksana hanya satu orang melayani secara online dan offline

Ada beberapa bahasa

3. Perilaku Pelaksana  komunikatif petugas yang Akan diadakan latihanpembinaan

untuk petugas CS

kurang baik
P
enanganan Pengecekan data aduan secara
4.  Pengaduan Respon kurang cepat
berkala

Pelayanan

K t Waktu
5. ecepatan a Pelayanan lambat Melakukan review SOP

Pelayanan

Sumber: diolah dari SKM DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan tabel 3.1 dapat dilihat jika berbagai permasalahan yang terjadi di
DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo khususnya dalam hal pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
akan dianalisis dan dievaluasi sehingga dapat menemukan rencana perbaikan yang dapat
dilakukan oleh dinas supaya pelayanan IMB berbasis elektronik dapat berjalan dengan
lebih baik dari sebelumnya. Hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukan persamaan
dengan penelitian terdahulu, dimana aparatur pemerintah harus cepat tanggap dalam
menyelesaikan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik dengan indikator tersedianya
layanan pengaduan, baik berupa criss center, Unit Pelayanan Masyarakat (UPM), kotak
saran, dan surat pembaca yang mudah diakses masyarakat. Kedua, adanya prosedur
pelayanan pengaduan masyarakat. Ketiga, tersediannya standar pelayanan minimalis
(Mulyadi dan Romdana, 2018). Terkait dengan keluhan dan pengaduan yang diberikan oleh
masyarakat pengguna layanan akan direpon oleh petugas khusus yang menangani
pengaduan dan keluhan sesuai dengan prosedur pelayanan pengaduan yang sudah
ditetapkan sehingga kedepannya DPMPTSP dapat melakuan evaluasi terkait kinerja dalam
layanan serta meningkatkan kualitas pegawai dalam memberikan layanan kepada
masyarakat pengguna layanan supaya mendapatkan kepuasan setelah layanan diterima
dengan baik.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa
pelayanan IMB berbasis elektronik di DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo merupakan
perwujudan good governance pada pelayanan publik dalam hal ini adalah pelayanan IMB.
Dalam penerapannya IMB berbasis elektronik menggunakan website SIMBG telah
memenuhi beberapa kriteria yang terdapat dalam prinsip efisiensi dan efektifitas dimana
dinas sudah memberikan kejelasan mengenai prosedur pelayanan yang harus dilakukan
serta menetapkan besaran biaya retribusi yang harus dibayarkan oleh masyarakat selaku
pemohon pelayanan, selain itu waktu pelayanan yang akan dilakukan oleh masyarakat juga
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telah ditetapkan oleh dinas sehingga masyarakat dapat memperkirakan kapan proses
pelayanan akan selesai.

Dalam wupaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo dalam
mewujudkan prinsip-prinsip good governance dalam layanan Izin Mendirikan Bangunan
diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan yang sebelumnya serta meningkatkan
kualitas dari para pegawai DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelayanan
yang maksimal kepada masyarakat serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat
pengguna layanan sehingga layanan Izin Mendirikan Bangunan dapat meningkat dalam
setiap tahunnya.

Simpulan

Penerapan prinsip-prinsip good governance yang dilakukan di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dalam pelayanan Izin
Mendirikan Bangunan berbasis elektronik Dimana dilakukan penyandingan antara
kejadian di lapangan dengan teori diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut yaitu
responsif, dalam prinsip ini semua yang dilakukan oleh pegawai layanan sudah sesuai
dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan, selainitu pengaduan yang masuk juga
akan direspon oleh petugas sesuai dengan prosedur pengaduan yang ada. Tujuan dalam
prinsip ini adalah untuk memberikan kepuasan terhadap masyarakat pengguna layanan
IMB berbasis elektronik. Kedua ialah efisiensi dan efektivitas, dalam menerapkan prinsip
ini DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi beberapa kriteria yang terdapat dalam
prinsip efisiensi dan efektivitas dimana dinas sudah menerapkan standar pelayanan yang
berisi tentang kepastian mengenai waktu serta memberikan kepastian dalam biaya retribusi
yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.
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